



A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Kota Surakarta 
Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah 
yang  selanjutnya  disebut  BPPKAD  merupakan  salah  satu  dinas  daerah 
yang  mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di 
bidang  pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. BPPKAD Kota Surakarta 
Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Surakarta 
Sejarah Badan  Pendapatan, Pengeloalaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
tentunya tidak dapat terpisah dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah 
otonom. Penetapan Pemerintah tanggal 15 juli 1946 Nomer 16/S-D daerah Surakarta 
untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karisidenan dan dibentuk Daerah Baru 
dengan nama Kota Surakarta. 
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota 
Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Kota Surakarta pada waktu itu terdiri 
dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah 
Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahaan 9 kelurahan dari 
Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. 
Pelaksana teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan 
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tersebut antara lain jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, 
Kesehatan, Perusahaan P.D.&K, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian. 
Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurusi oleh Jawatan Keuangan. 
Dengan dikeluarkannya keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 
Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti 
menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusan-urusan dan setiap 
urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam bagian-bagian. Dengan adanya perubahan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan 
daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih 
khusus oleh Urusan Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 
23 Februari 1970 No. 259/ X. 10/ Kp. 70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya 
Surakarta termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu 
membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan 
Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta 
tanggal 30 Juni 1972 No. 162/ Kep/ Kdh. IV/ Kp. 72 tentang Penghapusan Bagian 
Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas 
baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering 
disingkat DIPENDA. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas 
Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak 
Daerah, Seksi Pajak Pusat/ Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi 
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Doleansi/ P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai pelaksana 
Walikota dibidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan dibidang 
pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan 
Undang-Undang Dasar No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam 
Pajak Daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya 
ada pada DIPENDA. Tetapi saat itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut: 
a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992; 
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1971; 
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 1953; 
d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 
Tahun 1971. 
Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang 
diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun  1959 
bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam 
menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan langsung 
bertanggungjawab; 
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1960; 
c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1970; 
d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957. 
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Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/ 12/ 41- 101 
Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas 
Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 
Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, 
dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi 
dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu 
pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut 
dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di 
Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dengan 
berjalannya waktu penataan pemerintahaan Kota Surakarta kembali mengalami 
perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah No. 6 
Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam peraturan baru ini nama 
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan DPPKA.  
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin 
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin 
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langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
2. Visi dan Misi 
a. Visi  
“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, mengelola keuangan dan aset daerah 
yang optimal, efektif, efisien, transparan serta akuntable, menuju kemandirian 
keuangan daerah guna mendukung pembangunan daerah.” 
b. Misi 
1) Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara optimal. 
2) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien serta akuntable 
dengan memperhatikan azas kepatuhan dan keadilan. 
4) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien. 
3. Fungsi  
a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas; 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi : pendaftaran dan pendataan 
wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan 
penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, 
pendapatan lain dan restitusi; 
d. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; 
e. Pengelolaan barang milik daerah; 
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f. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah; 
g. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 
h. Penyelenggaraan sosialisasi; 
i. Pembinaan jabatan fungsional; 
j. Pengelolaan UPTD. 
4. Tata Nilai 
Nilai – nilai baik yang ada harus diperhatikan dalam bekerja di BPPKAD Kota 
Surakarta, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan.  
Berikut adalah tata nilai yang di terapkan pada pegawai di BPPKAD Kota 
Surakarta: 
a. Visioner 
b. Menjadi teladan atau pioner  
c. Menjaga integritas 
d. Memberdayakan (Empowering) 
e. Membudayakan (Culture Forming) 
f. Memotivasi (Motivating) 
g. Mengilhami (Inspiring) 
5. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam 
pengawasan manajemen agar persiapan suatu kegiatan dapat berjalan  dengan lancar. 
Tujuan harus jelasnya penyusunan struktur organisasi yaitu untuk mempermudah 
pelaksanaan tugas dan pekerjaan, mempermudah pimpinan dalam melakukan 
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pengawasan terhadap bawahannya, menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi 
dan kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang diamanahkan.  
Dalam susuan organisasi yang baru menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2008 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ada di bawah dan 
bertanggung jawab  kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional 
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas yang bersangkutan. Untuk masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang atau Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang bersangkutan. 
Adapun susunan organisasi BPPKAD Surakarta menurut Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, yang terdiri dari : 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan. 
2) Subbidang Perhitungan dan Penetapan. 
3) Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan 
d. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Penagihan. 
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2) Subbidang Keberatan. 
3) Subbidang Kepatuhan. 
e. Bidang Anggaran, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Perencanaan Anggaran. 
2) Subbidang Pelaksanaan Anggaran 
3) Subbidang Pengendalian Anggaran 
f. Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah 
2) Subbidang Belanja Langsung 
3) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
g. Bidang Akuntansi, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Pencatatan dan Pelaporan 
2) Subbidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
3) Subbidang Pembinaan dan Evaluasi 
h. Bidang Aset, yang terdiri dari : 
1) Subbidang Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan  
2) Subbidang Pengelolaan Aset Selain Tanah dan Bangunan 
3) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah 
i. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 





6. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan urusan 
pemerintah di bidang pendapatan daerah. Berikut uraian tugas Kepala Dinas: 
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan 
Program Pembangunan Daerah; 
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan 
tugas; 
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna pelaksanaan tugas. 
b. Sekretariat 
Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh Kepala Dinas mempunyai 
tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan 
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat juga 
bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja 
tahunan dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi, dan 
pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut: 
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Sub bagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan 
menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan Program Kerja 
Tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan monitoring 
dan pengendalian, analisa dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan 
rencana strategis dan program kerja tahunan dinas. 
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2) Sub Bagian Keuangan 
Sub bagian keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
keuangan. 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas yang cukup banyak, yaitu 
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi 
perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan 
penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem 
jaringan dokumentasi, informasi hokum, dan administrasi kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas yang 
penting, yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran 
dan pendataan serta dokumentasi dan pengolah data sesuai dengan kebijakan teknis 
yang ditetapkan oleh dinas. Bidang membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan 
pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi 
Daerah (WRD) 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolah Data 
 Tugas dari seksi dokumentasi dan pengolah data adalah menghimpun, 





d. Bidang Penetapan 
Bidang ini bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang 
perhitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan Retribusi serta perhitungan 
besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 
oleh Kepala Dinas. Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 
1) Seksi Perhitungan 
Seksi ini mempunyai tugas melakukan penghitungan dan penetapan besarnya 
pajak dan retribusi. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak  
Tugas dari seksi ini adalah menetapkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan 
Retribusi, dan surat-surat ketetapan lainnya. 
e. Bidang Penagihan. 
Bidang ini memiliki  tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di 
bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan 
lain sesuai dengan kebijakan teknis oleh Kepala Dinas. Seksi-seksi yang dibawahi 
oleh Bidang Penagihan, yaitu: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, 
retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan 
keberatan dan penyelesaiannya. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
Tugas seksi ini adalah mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain di 
luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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f. Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran ini bertugas untuk membuat rencana anggaran penerimaan 
pajak, retribusi, dan rencana pembelanjaan keperluan instansi serta mengatur 
pengeluaran-pengeluaran dana yang telah dianggarkan dan direncanakan. Bidang 
Anggaran ini terdiri atas dua seksi yang merupakan satu kesatuan, yaitu: 
1) Seksi Anggaran I; 
2) Seksi Anggaran II. 
g. Bidang Perbendaharaan 
Bidang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang dana dalam 
instansi yang juga dibantu oleh dua kelompok seksi, yaitu: 
1) Seksi Perbendaharaan I; 
2) Seksi Perbendaharaan II. 
h. Bidang Akuntansi 
Bidang ini memiliki tugas sebagai pencatat segala bentuk kegiatan pendanaan 
yang kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas. Bidang 
Akuntansi membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 
1) Seksi Akuntansi I; 
2) Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Aset 
Bidang Aset bertugas untuk mencatat dan mengelola semua aset yang dimiliki 





 Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut: 
1) Seksi Perencanaan Aset. 
Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua aset 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi 
masyarakat dan pemerintah. 
2) Seksi Pengelolaan Aset 
Bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi Perencanaan 
Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut. 
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
UPTD bertugas untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi daerah 
Kota Surakarta. 
k.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok ini memiliki tugas melaksanakan tugas Kepala Dinas pada cabang 
dinas di Kecamatan. 
7. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh BPPKAD Kota Surakarta  
a. Akurasi data Wajib Pajak belum maksimal sehingga potensi pendapatan asli 
daerah kurang tergali. 
b. Kesadaran warga masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak daerah. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang berbasis akrual merupakan hal 
yang baru bagi pengelola keuangan SKPD. 
d. Penataan dan pendataan aset daerah kurang maksimal. 
e. Kelengkapan data di bidang pengelolaan keuangan daerah yang  semakin 
lengkap dan akuntabel belum terpenuhi. 
 
14 
8. Strategi dan Kebijakan  
Strategi dan kebijakan yang di tempuh oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan BPPKAD untuk meningkatkan 
pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Strategi  
1) Peningkatan pendataan Wajib Pajak Daerah; 
2) Pelaksanaan sosialisasi kepada warga masyarakat yang efektif; 
3) Pelaksanaan Sistem Keuangan SKPD yang berbasis akrual; 
4) Pendataan aset daerah yang berupa tanah dan bangunan; 
5) Penyusunan aplikasi e Gov untuk menunjang informasi keuangan yang 
akuntabel. 
 
b. Kebijakan  
1) Mengembangkan sistem pendataan dan pemutakhiran data Wajib Pajak yang 
semakin efektif; 
2) Menerapkan kebijakan penyampaian SPPT/ SKPD dan sistem kontrol yang 
memadai; 
3) Melaksanakan sosialisasi secara intensif keseluruh SKPD agar pelaksanaan 
pelaporan keuangan sistematis; 
4) Melaksanakan pendataan aset daerah secara berkesinambungan dengan Simda 
BMD; 
5) Melaksanakan monitoring aplikasi e Gov untuk ketersediaan data keuangan 
Pemerintah Kota Surakarta. 
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B.  Latar Belakang Masalah 
Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi di 
suatu daerah oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan 
Daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Derah dan Retribusi Daerah. Kebijakan pemerintah tersebut di harapkan dapat 
mendorong pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan.  
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarka Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pungutan daerah berupa Pajak 
telah di atur dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 yang mana Daerah telah 
diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak,  salah satunya adalah Pajak 
Hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar sama atau lebih dari 10. 
Dari judul yang diangkat oleh Penulis yaitu Poensi Wajib Pajak Hotel Kategori 
Rumah Kos di Kecamatan Jebres Periode 2014-2016 yang Berpotensi Meningkatkan 
Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta yang dilatar belakangi oleh tingginya minat 
masyarakat untuk mendirikan rumah kos di kawasan perkuliahan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta dan Institut Seni Indonesia.  Dari bisnis rumah kos yang 
menjanjikan dan semakin banyak peminatnya merupakan peluang bagi Pemerintah 
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Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan 
pajak daerah terhadap bisnis tersebut. 
Dapat di lihat dari Undang-Undang  No 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah bahwa rumah kos dengan jumlah kamar sama atau  lebih dari 10 
akan dikenai Pajak Hotel. Dari minat usaha rumah kos yang tinggi di kelurahan 
Jebres ternyata terdapat potensi pajak yang belum sepenuhnya tergali atas unsur 
pajak yang di pungut oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Meningkatnya potensi Pajak Hotel kategori 
rumah kos di kawasan Jebres berbanding terbalik dengan pendapatan daerah yang 
seharusnya di terima oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor 
diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan pemilik kos terkait perpajakan, kurangnya 
kesadaran pemilik kos dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta kebijakan 
Pemerintah Daerah yang kurang ketat terkait Pajak Hotel kategori rumah kos. 
Dari masalah yang timbul, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta 
perlu melakuan peninjauan ulang terkait tingkat kepatuhan pengusaha/pemilik rumah 
kos sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga 






C. Rumusan Masalah 
1. Berapa besar potensi Wajib Pajak  terkait pengusaha rumah kos di Kecamatan 
Jebres tahun 2014 sampai 2016? 
2. Bagaimana realisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos 
di Kecamatan Jebres tahun 2014 sampai 2016? 
3. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk menghadapi hambatan dalam 
pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos? 
 
D. Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Hotel Kategori Rumah 
Kos di kecamatan Jebres  
2. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan pemungutan Pajak 
Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Jebres selama 3 tahun.   
4. Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk menghadapi hambatan dalam 
pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Penelitian digunakan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Serta dapat 
memperluas wawasan bagi penulis dan memperoleh pengetahuan dari penggalian 
potensi Pajak atas Sewa Rumah Kos untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Surakarta. 
2. Bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 
Kota Surakarta  
Dapat memberikan rujukan  bagi pemerintah untuk meningkatkan usaha dalam 
memaksimalkan penggalian potensi Wajib Pajak atas Sewa Rumah  Kos. 
3. Bagi Pihak Lain 
Dapat memperluas wawasan masyarakat pada umumnya dan pemilik usaha 
rumah kos pada khusunya terkait kewajiban perpajakan yang harus di penuhi terkait 
bisnis Rumah Kos. 
F. Metode Penelitian 
1. Objek Penelitian 
Objek penelitian yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. 
2. Jenis Sumber Data 
a. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 
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tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. 
 
b. Data Premier 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 
(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 
secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 
kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Metode Survei dengan Teknik Wawancara 
Metode survei dengan teknik wawancara merupakan metode pengumpulan 
data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan. Metode ini memerlukan 
adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian 
untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data dengan teknik 
ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan. 
b. Studi Pustaka 
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 
akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 
laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber 
tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 
